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Agama Nganjuk juga menggunakan dana APBN, selayaknya

berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas

kinerjanya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

tersebut dengan transparan dan akuntabel. Wujud

pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja tersebut adalah

membuat dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akhirnya, disadari oleh seluruh stakeholder Pengadilan

Agama Nganjuk  bahwa dalam menyusun Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 satker Pengadilan

Agama Nganjuk ini masih belum sempurna. Namun demikian,

harapannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) tahun 2017 satker Pengadilan Agama Nganjuk  ini dapat

menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama

satu tahun, agar kedepannya dapat melaksanakan kinerja lebih

produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan,

pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi

pelaksanaannya.

Nganjuk, Januari 2018

Ketua Pengadilan Agama Nganjuk

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.
NIP. 19671006 199403 1 009
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Pengadilan Agama Nganjuk sebagai lembaga peradilan dan

pelaksanan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung

mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam

melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 –

2019, yaitu di bidang hukum dan aparatur. Sebagai salah satu

kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selaluberusaha

untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip

peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien,

transparan dan akuntabel. Untuk itu, seluruh program kerja

Pengadilan Agama Nganjuk didasarkan pada tujuan, sasaran

strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada

Rencana Strategi yang mengacu pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, Indikator Kinerja Utama,

Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja secara konsisten

dan berkesinambungan.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja

sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

a. Persentase sisa

perkara yang

diselesaikan

100% 88,63% 99.67%

b. Persentase

perkara yang

diselesaikan tepat

waktu

81% 99.65% 123.02%
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c. Persentase

penurunan sisa

perkara

10% 19.62% 192.8%

d. Persentase

perkara yang

tidak mengajukan

upaya hukum:

 Banding

 Kasasi

 PK

99% 99.07% 100.07%

e. Index responden

pencari keadilan

yang puas

terhadap layanan

peradilan

90% 95% 100%

2 Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

a. Persentase Isi

putusan yang

diterima oleh para

pihak tepat waktu

100% 100% 100%

b. Persentase

Perkara yang

Diselesaikan

melalui Mediasi

100% 75.75% 75.75%

c. Persentase berkas

perkara yang

dimohonkan

Banding, Kasasi

dan PK yang

diajukan secara

lengkap dan tepat

waktu

100% 93.75% 93.75%

d. Persentase

putusan  yang

menarik

perhatian

masyarakat

(ekonomi syariah

) yang dapat

diakses secara

online dalam

waktu 1 hari

sejak diputus

99% 0% 0%

3 Meningkatnya Akses
Peradilan bagi
Masyarakat Miskin
dan Terpinggirkan

a. Persentase

Perkara Prodeo

yang diselesaikan

100% 100% 100%



L A K I P  P E N G A D I L A N  A G A M A  N G A N J U K  T A H U N  2 0 1 7 | v

b. Persentase

Perkara yang

diselesaikan di

uar Gedung

Pengadilan

100% 100% 100%

c. Persentase

Perkara

Permohonan(Volu

ntair) Identitas

Hukum

100% 100% 100%

d. Persentase

Pencari Keadilan

Golongan

Tertentu yang

Mendapat

Layanan Bantuan

Hukum

(Posbakum)

0% 0% 0%

4 Meningkatnya
Kepatuhan Terhadap
Putusan Pengadilan

a. Persentase

Putusan Perkara

Perdata yang

Ditindaklanjuti

(dieksekusi).

0.5% 0.24% 48%



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Nganjuk sebagai lembaga peradilan di

bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan

hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan

salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan

kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan

melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai

kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan

operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan

keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka

mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari

KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung,

khususnya Pengadilan Agama Nganjuk dapat mewujudkan

kepemerintahan yang baik (good governance).

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat

bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa

bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab

serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya

pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada

TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,

dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang



Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang

tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan

negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib

penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas

keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan

asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut,

dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari

kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah Peraturan Presiden

Republik Indonesia (Pepres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pepres

tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan

didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh

masing-masing instansi. Pertanggung jawaban dimaksud

berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-

masing, lembaga-Iembaga pengawasan dan penilai

akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden

selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut

menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang

bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP).



Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah

negara, Pengadilan Agama Nganjuk dituntut untuk dapat

mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi

Pengadilan Agama Nganjuk juga menggunakan dana APBN.

Baik, tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi

harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh

karena itu Pengadilan Agama Nganjuk mempunyai kewajiban

untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP).

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat

2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, Pengadilan Agama Nganjuk sebagai lembaga peradilan

dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah

Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas

Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-

undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut

sebagai berikut :

1. Kedudukan

Pengadilan Agama Nganjuk sebagai lembaga peradilan dan

pelaksanan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah

Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan

bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di

bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan
Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan

Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah



Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan

UU Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan

bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang

beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang

diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi

sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan

kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan

oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

2. Tugas Pokok

Pengadilan agama yang merupakan Pengadilan Tingkat

Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus dn menyelesaikan perkara-perkara di tingkat

pertama anatar orang-orang yeng beragama Islam di bidang

perkawinan, keewarisan, wasiat dan ibah yang dilakukan

berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah,

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undng Nomor

50 tahu  2009 tentang Peradilan Agama.

3. Fungsi

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan

Agama mempunyai fungsi, sebagai berikut ini :

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi

kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama seperti

penyitaan dan eksekusi;

b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara

banding, kasasi dan peninjauan kembali serta

administrasi peradilan lainnya;



c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada

semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum,

kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara);

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat

hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah

hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam

52 UU  No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama.

e. Waarmerking akta keahliwarisan dibawah tangan untuk

pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan

sebagainya;

f. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti

penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat,

pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

C. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Pengadilan Agama Nganjuk mengacu

pada Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015. Adapun

susunan organisasi Pengadilan Agama Nganjuk sebagai

berikut :

1. Ketua

2. Wakil Ketua

3. Fungsional Hakim

4. Panitera

5. Sekretaris

6. Wakil Panitera

7. Panitera Muda Hukum

8. Panitera Muda Gugatan

9. Panitera Muda Permohonan

10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata

Laksana



11. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

12. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan

Pelaporan

13. Fungsional Panitera Pengganti

14. Fungsional Jurusita Pengganti

15. Pelaksana

struktur organisasi Pengadilan Agama Nganjuk sebagai

berikut :

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk

D. Sistematika Penyajian
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini

memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian

kinerja Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2017. Capaian

kinerja (performance results) tahun 2017 tersebut

diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance

agreement) tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan

Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap

rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya



sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan

kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Agama

Nganjuk Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan, menguraikan mengenai latar

belakang;Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan

Agama Nganjuk; dan Struktur Organisasi dan sistematika

penyajian.

BAB II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menguraikan

mengenai Rencana Strategis; Tujuan Strategis; Sasaran

Strategis; Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Agama

Nganjuk; Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Nganjuk;

Rencana Kinerja Pengadilan Agama Nganjuk;

BAB III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017, menguraikan

mengenai Realisasi Indikator Kinerja Utama; Pengukuran

Capaian Kinerja Tahun 2017; dan Analisis Akuntabilitas

Kinerja di Pengadilan Agama Nganjuk;

BAB IV – Penutup, menguraikan simpulan menyeluruh dari

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Nganjuk

Tahun 2017 dan rekomendasi yang diperlukan untuk

perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 – 2019
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Nganjuk

2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam

menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah

Pengadilan Agama Nganjuk yang berisi tentang gambaran

sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun

waktu lima tahun oleh Pengadilan Agama Nganjuk beserta

startegi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai

dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang

diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Pengadilan Agama Nganjuk telah diselaraskan dengan arah

kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Agama dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan

RPJM Nasional Tahun 2015 – 2019 yang telah ditetapkan

pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas

pembangunan di bidang hukum dan aparatur. Sebagai salah

satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2015 – 2019,

pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui

peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka

tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan

penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan

sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola

pemerintah yang baik (good governance), Proses penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Nganjuk telah

dilakukan secara partisipatif antara bagian dan stakeholder

eksternal. Untuk memberi gambaran subtansi mengenai



Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama dapat

diuraikan sebagai berikut:

1. Visi

Visi Pengadilan Agama Nganjuk  adalah ”Terwujudnya

Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Visi Pengadilan Agama Nganjuk  tersebut merupakan

kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin

diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh

fungsionaris Pengadilan Agama Nganjuk dalam melakukan

aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan

Agama Nganjuk mengandung pengertian secara

kelembagaan dan organisasional sebagai berikut :

a. Pengertian secara kelembagaan : Pengadilan Agama

Nganjuk merupakan Pengadilan Tingkat Pertama  yang

berkedudukan di kota dekat dengan Ibu kota Propinsi

Jawa Timur yang daerah hukumnya meliputi 16 (enam

belas) kecamatan yang terbagi dalam 4 (empat ) radius,

yaitu Radius I, Radius II, Radius III dan Radius IV

berdasarkan jarak dari Kantor Pengadilan Agama

Nganjuk ;

b. Pengertian secara organisasional : Pengadilan Agama

Nganjuk adalah Pengadilan Agama yang susunannya

terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim

Anggota, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub

Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti serta

seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris

tersebut.

Adapun makna perkata dari visi Pengadilan Agama Nganjuk

tersebut adalah :



a. Profesional dikandung maksud membangun

profesionalitas kinerja aparatur Pengadilan Agama dalam

prosedur administrasi perkara, penyelesaian perkara

secara efektif dan efisien serta Optimalisasi fungsi ” One

stop service ” bagi masyarakat pencari keadilan.

b. Akuntabel mengandung arti Akuntabilitas putusan

pengadilan yang baik dan benar.

1.Mewujudkan keastuan hukum sehingga diperoleh

kepastian hukum bagi masyarakat.

2.Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

2. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan,

Pengadilan Agama Nganjuk menetapkan tujuan yang akan

dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu sampai tahun

2017 adalah sebagai berikut :

1) Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien;

2) Membangun profesionalitas kenerja aparatur Pengadilan

Agama dalam prosedur administrasi perkara;

3) Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian

perkara;

4) Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;

5) Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan;

6) Optimalisasi fungsi ” One stop service ” bagi masyarakat

pencari keadilan.

3. Sasaran Strategis

Ada 4 (empat) sasaran strategis yang menjadi prioritas

Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019, adapun sasaran

strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan

dan akuntabel;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolan Penyelesaian Perkara;



3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin

dan terpinggirkan;

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran

keberhasilan  dan menjelaskan hubungan kausalitas antara

Tujuan , Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

selama tahun 2015 – 2019 dapat dideskripsikan sebagai

berikut ini :

TUJUAN
STRATEGIS

SASARAN
STRATEGIS

INDIIKATOR
KINERJA UTAMA

Mewujudkan
Pengadilan
Agama Nganjuk
yang profesional
dengan
menerapkan
sistem peradilan
yang sederhana,
transaparan dan
akuntabel

1. Terwujudnya

proses peradilan

yang pasti,

transparan dan

akuntabel

1.1 Persentase sisa

perkara yang

diselesaikan

1.2 Persentase

perkara yang

diselesaikan

tepat waktu

1.3 Persentase

penurunan

sisa perkara.

1.4 Persentase

perkara yang

Tidak

Mengajukan

Upaya Hukum

:

• Banding

• Kasasi

• PK

1.5 Index



responden

pencari

keadilan yang

puasterhadap

layanan

peradilan

Mewujudkan
peningkatan
kualitas
pelayanan publik
terhadap
masyarakat
pencari keadilan

2. Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

2.1 Persentase Isi

putusan yang

diterima oleh

para pihak

tepat waktu

2.2 Persentase

Perkara yang

Diselesaikan

melalui Mediasi

2.3 Persentase

berkas perkara

yang

dimohonkan

Banding,

Kasasi dan PK

yang diajukan

secara lengkap

dan tepat

waktu

2.4 Persentase

putusan  yang

menarik

perhatian

masyarakat

(ekonomi



syariah ) yang

dapat diakses

secara online

dalam waktu 1

hari sejak

diputus

Mewujudkan
Program Justice
for all bagi
masyarakat yang
kurang mampu
dan terpinggirkan

3. Meningkatnya

Akses Peradilan

bagi Masyarakat

Miskin dan

Terpinggirkan

3.1 Persentase

Perkara Prodeo

yang

diselesaikan

3.2 Persentase

Perkara yang

diselesaikan di

uar Gedung

Pengadilan

3.3 Persentase

Perkara

Permohonan

(Voluntair)

Identitas

Hukum

3.4 Persentase

Pencari

Keadilan

Golongan

Tertentu yang

Mendapat

Layanan

Bantuan

Hukum

(Posbakum)



Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan

4. Meningkatnya

Kepatuhan

Terhadap Putusan

Pengadilan

4.1 Persentase

Putusan

Perkara

Perdata yang

Ditindaklanjuti

(dieksekusi).

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Agama Nganjuk  telah menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan

dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan

Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana

Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Nganjuk dan RPJM

2015 – 2019 .Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan

memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada

Rencana Strategis 2015 – 2019 Pengadilan Agama Nganjuk.

Adapun indikator Kinerja Utama sebagai berikut :



B. Rencana Kinerja Tahun 2017

Adapun perjanjian kinerja Kepaniteraan Pengadilan

Agama Nganjuk tahun 2017 mencakup sasaran dan indikator

serta target yang akan dicapai, sebagai berikut :

1. Peningkatan proses peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel;

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;

3. Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan;

4. Peningkatan masyarakat terhadap putusan pengadilan;

Pengadilan Agama Nganjuk dalam melaksanakan

Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019 menguraikan

dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2017 sebagai

berikut :

Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama

1. Proses peradilan
yang pasti,
transparan dan
akuntabel

1. Terwujudnya
proses peradilan
yang pasti,
transparan dan
akuntabel

Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan

Persentase perkara
yang diselesaikan
tepat waktu

Persentase penurunan
sisa perkara

Persentase perkara
yang tidak
mengajukan upaya
hukum

Persentase index
responden pencari
keadilan yang puas



terhadap layanan
peradilan

2. Peningkatan
efektivitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

1. Terwujudnya
peningkatan
efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Persentase isi
putusan yang
diterima oleh para
pihak tepat waktu

Persentase perkara
yang diselesaikan
melalui mediasi

Persentase putusan
yang menarik
perhatian masyarakat
(ekonomi syariah)
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 hari sejak
diputus

3. Meningkatnya
akses peradilan
bagi masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

1. Terwujudnya
peningkatan
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
miskin dan
Terpinggirkan

Persentase Perkara
Prodeo yang
diselesaikan

Persentase perkara
yang diselesaikan di
luar gedung
pengadilan

Persentase perkara
permohonan
(Voluntair) identitas
hukum

Persentase pencari
keadilan golongan
tertentu yang
mendapat Layanan
Bantuan Hukum
(Posyankum)



4. Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan

1. Terwujudnya
peningkatan
kepatuhan
terhadap
putusan
pengadilan

Persentase putusan
perkara perdata yang
ditindak lanjuti
(dieksekusi)

Sasaran strategi Kepaniteraan

Sedangkan sasaran strategis Kesekretariatan Pengadilan

Agama Nganjuk tahun 2017 mencakup sasaran dan indikator

serta target yang akan dicapai, sebagai berikut :

1.Peningkatan proses peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel;

2.Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;

3.Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan;

4.Peningkatan masyarakat terhadap putusan pengadilan;

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan

dan menjelaskan hubungan kausalitas Antara Tujuan ,

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kesekretariatan

selama tahun 2015 – 2019 dapat dideskripsikan sebagai

berikut ini :

Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

1
.

Peningkatan
profesionalisme
manajemen
Sumber Daya
Manusia dalam
bagian
kepegawaian

1
.

Terwujudnya
peningkatan
profesionalisme
manajemen
Sumber Daya
Manusia dalam
bidang
kepegawaian

Persentase implementasi
Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP) dan analisis beban
pegawai

Persentase akurasi dan
uptodate database
pegawai dalam system
manajeman pegawai



(SIMPEG)

Persentase efektifitas
implementasi disiplin
pegawai berdasarkan PP
nomor 53 tahun 2010

Persentase pelaksanaan
jadwal diklat di tempat
kerja dan sosialisasi hasil
diklat pegawai maksimal 1
bulan setelah diklat

Persentase pembuatan SK.
Kenaikan Gaji Berkala
secara tepat waktu

Persentase pengusulan
kenaikan pangkat pegawai
secara tepat waktu

2
.

Peningkatan
efektivitas
pengelolaan
keuangan DIPA,
aplikasi BMN
(Barang Milik
Negara)-
Persediaan dan
sarana
prasarana di
lingkungan
kantor

1
.

Terwujudnya
peningkatan
efektivitas
pengelolaan
keuangan DIPA,
aplikasi BMN
(Barang Milik
Negara)-
Persediaan dan
sarana
prasarana di
lingkungan
kantor

Persentase jumlah
anggaran DIPA 01 dan
DIPA 04 yang terealisasi

Persentase pelaksanaan
setoran PNBP 01 dan 04
secara tepat waktu

Persentase pembuatan
laporan keuangan DIPA 01
dan DIPA 04 dan
rekonsiliasi secara tepat
waktu

Persentase pelaporan
SIMAK BMN DIPA 01 dan
DIPA 04 dan rekonsiliasi
secara tepat waktu



Persentase administrasi
persediaan barang secara
tepat waktu

Persentase pelaksanaan
pengajuan remunerasi
secara tepat waktu

Persentase jumlah
realisasi pelaksanaan
kebersihan dibagi jumlah
jadwal kebersihan yang
ditindaklanjuti

Persentase pelaksanaan
pemeliharaan sarana dan
prasarana yang
ditindaklanjuti

Persentase jumlah Daftar
Barang Ruangan (DBR)
dan Daftar Barang
Lainnya (DBL) yang sesuai
dengan keadaan riilnya

Persentase jumlah buku
dalam perpustakaan sama
dengan kode buku sesuai
dengan klasifikasinya

3
.

Peningkatan
pelaporan
pembuatan
rencana
anggaran belanja
kantor dalam
aplikasi RKAKL,
Laporan
Tahunan, LKJIP

1
.

Terwujudnya
pelaporan
pembuatan
rencana
anggaran belanja
kantor dalam
aplikasi RKAKL,
Laporan
Tahunan, LKJIP

Persentase rencana
anggaran belanja kantor
dengan realisasi pada
tahun berjalan

Persentase pelaksanaan
penyusunan Laporan
Tahunan Tahun 2017
secara tepat waktu



tahun 2017
secara tepat
waktu

tahun 2017
secara tepat
waktu

Persentase pelaksanaan
penyusunan LKJIP Tahun
2018 secara tepat waktu

4
.

Peningkatan
kemudahan dan
kelengkapan
akses
masyarakat
terhadap
informasi di
Pengadilan
Agama Nganjuk

1
.

Terwujudnya
kemudahan dan
kelengkapan
akses
masyarakat
terhadap
informasi di
Pengadilan
Agama Nganjuk

Persentase content website
Pengadilan Agama
Nganjuk dengan standart
content website di
BADILAG - MA

Sasaran Strategis Kesekretariatan

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima

amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,

fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja

yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan

atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja

(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-

tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang

diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari

kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pengadilan Agama Nganjuk telah membuat Perjanjian

Kinerja Tahun 2017 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok



dan fungsinya. Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Rencana

Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Nganjuk dan RPJM 2015

– 2019. Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Nganjuk

Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Terwujudnya
Proses Peradilan
yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

a. Persentase sisa

perkara yang

diselesaikan

100%

b. Persentase perkara

yang diselesaikan

tepat waktu

81%

c. Persentase

penurunan sisa

perkara

10%

d. Persentase perkara

yang tidak

mengajukan upaya

hukum:

 Banding

 Kasasi

 PK

99%

e. Index responden

Pengadialan Tingkat

Pertama yang

puasterhadap

layanan Pengadilan

Tinggi Agama

90%

2 Peningkatan
Efektivitas

a. Persentase Isi

putusan yang diterima

100%



Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

oleh para pihak tepat

waktu

b. Persentase Perkara

yang Diselesaikan

melalui Mediasi

100%

c. Persentase berkas

perkara yang

dimohonkan

Banding, Kasasi dan

PK yang diajukan

secara lengkap dan

tepat waktu

100%

d. Persentase putusan

yang menarik

perhatian

masyarakat (ekonomi

syariah ) yang dapat

diakses secara online

dalam waktu 1 hari

sejak diputus

99%

3 Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

a. Persentase Perkara

Prodeo yang

diselesaikan

100%

b. Persentase Perkara

yang diselesaikan di

uar Gedung

Pengadilan

100%

c. Persentase Perkara

Permohonan(Voluntai

r) Identitas Hukum

100%



d. Persentase Pencari

Keadilan Golongan

Tertentu yang

Mendapat Layanan

Bantuan Hukum

(Posbakum)

0%

4 Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap Putusan
Pengadilan

a. Persentase Putusan

Perkara Perdata yang

Ditindaklanjuti

(dieksekusi).

0.5%



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2017

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Agama

Nganjuk Tahun 2017 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran

yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan

Agama Nganjuk Tahun 2017 dengan realisasinya. Adapun

capaian kinerja Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2017

berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai

berikut :

No Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja

Target Realisasi Capaian

1 Terwujudnya
Proses Peradilan
yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

a. Persentase

sisa perkara

yang

diselesaikan

100% 99.67% 99.67%

a. Persentase

perkara yang

diselesaikan

tepat waktu

81% 99.65% 123.02%

b. Persentase

penurunan

sisa perkara

10% 19.62% 192.8%

c. Persentase

perkara yang

tidak

99% 99.07% 100.07%



mengajukan

upaya

hukum:

 Banding

 Kasasi

 PK

d. Index

responden

pencari

keadilan

yang

puasterhada

p layanan

peradilan

90%

2 Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

a. Persentase

Isi putusan

yang

diterima oleh

para pihak

tepat waktu

100% 100% 100%

b. Persentase

Perkara yang

Diselesaikan

melalui

Mediasi

100% 75.75% 75.75%

c. Persentase

berkas

perkara yang

dimohonkan

Banding,

Kasasi dan

100% 93.75% 93.75%



PK yang

diajukan

secara

lengkap dan

tepat waktu

d. Persentase

putusan

yang

menarik

perhatian

masyarakat

(ekonomi

syariah )

yang dapat

diakses

secara online

dalam waktu

1 hari sejak

diputus

99% 0% 0%

3 Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

a. Persentase

Perkara

Prodeo yang

diselesaikan

100% 100% 100%

b. Persentase

Perkara yang

diselesaikan

di uar

Gedung

Pengadilan

100% 100% 100%

c. Persentase 100% 100% 100%



Perkara

Permohonan(

Voluntair)

Identitas

Hukum

d. Persentase

Pencari

Keadilan

Golongan

Tertentu

yang

Mendapat

Layanan

Bantuan

Hukum

(Posbakum)

0% 0% 0%

4 Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

Persentase

Putusan

Perkara Perdata

yang

Ditindaklanjuti

(dieksekusi).

0.5% 0.24% 48%



B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1
Persentase sisa perkara

yang diselesaikan
100 % 99.67 % 99.67 %

2
Persentase perkara yang

diselesaikan tepat waktu
81% 99.65% 123.02 %

3
Persentase penurunan

sisa perkara
10% 19,28% 192.8%

4

Persentase perkara yang

tidak mengajukan upaya

hukum:

 -Banding

 -Kasasi

 -PK

99 % 99.07 % 100.07 %

5

Index responden pencari

keadilan yang

puasterhadap layanan

peradilan

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini

adalah sebagai berikut :

1. Tingkat capaian indikator kinerja persentase sisa perkara
yang diselesaikan pada tahun 2017 telah memenuhi target.

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang
pasti,  transparan dan akuntabel



Dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Nganjuk

diuraikan bahwa sisa perkara tahun 2016 sebanyak 482

perkara dan telah diselesaikan pada tahun 2017 sebanyak

482 perkara. Sehingga pencapaian target kinerja pada

indikator kinerja dimaksud terpenuhi 100%. Hal ini

berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada

indikator kinerja persentase sisa perkara yang
diselesaikan pada tahun 2017.

Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2016 yang

diselesaikan tahun 2017 = 482/482 x 100 = 100%

Capaian  Kinerja  = 100/100 x 100 % = 100%

Sisa Perkara Pengadilan Agama Nganjuk yang belum

diputus tahun 2015 sebanyak 438 perkara, dan  sisa

tersebut pada tahun 2016 diputus sebanyak 437 perkara

sehingga sisa perkara sebanyak 1 perkara.

Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2015 yang

diselesaikan tahun 2016 = 437/438 x 100 = 99,77%

Capaian  Kinerja  = 99,77/100 x 100 % = 99,77 %

Sisa Perkara Pengadilan Agama Nganjuk yang belum

diputus tahun 2014 sebanyak 521 perkara, dan  sisa

tersebut pada tahun 2015 diputus sebanyak 521 perkara

sehingga sisa perkara sebanyak 0 perkara.

Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2014 yang

diselesaikan tahun 2015 = 521/521x 100 = 100%

Capaian  Kinerja  = 100/100 x 100 % = 100%

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Indikator Kinerja

Pencapaian Target Kinerja

Tahun
2015

Tahun
2016

Tahun
2017



Prosentase sisa
perkara yang
diselesaikan

100% 99.77% 100%

2. Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu pada tahun 2017 telah

memenuhi target. Dalam Laporan Tahunan Pengadilan

Agama Nganjuk diuraikan bahwa jumlah perkara putus

tahun 2017 sebanyak 2549 perkara, dan jumlah perkara

yang diterima tahun 2017 sebanyak 2394 perkara dan sisa

perkara tahun 2016 sebanyak 482 perkara. Sehingga

pencapaian target kinerja pada indikator kinerja dimaksud

terpenuhi 88,63%. Hal ini terjadi penurunan persentase

perkara dengan pencapaian target kinerja pada indikator



kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan pada

tahun 2016.

Perkara yang masuk tahun 2017 sebanyak 2394 perkara

dan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 482 perkara,

sehingga jumlah perkara tahun 2017 ada sebanyak 2876

perkara. Jumlah perkara putus tahun 2017 sebanyak 2549

perkara, sehingga realisasi  perkara yang diselesaikan tepat

waktu  adalah : = 2549/2876 x 100% =88,63%

Capaian indikator kinerja = 88,63/81 x 100% = 109,42%

Perkara masuk pada tahun 2016 adalah sebanyak 2443

perkara, dalam tahun 2016 Majelis Hakim Pengadilan

Agama Nganjuk telah memutus perkara tahun 2016

sebanyak 2399 perkara.

- Perkara diputus pada tahun 2016 = 2025 perkara

- Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk

penyelesaian perkara tahun 2016 adalah = 2339/2443x

100 % = 98.20 %

- Capaian Kinerja  = 98,20/80 x 100 = 122,75 %

Dengan demikian, Realisasi penyelesaian perkara dari tahun

2015 ( 98,61%) dan tahun 2016 ( 98,20 %)  dan Capaian

Kinerja tahun 2015 (124,82  %) serta tahun 2016  (122,75

%).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Indikator Kinerja

Pencapaian Target Kinerja

Tahun
2015

Tahun
2016

Tahun
2017

Prosentase perkara
yang diselesaikan

tepat waktu
124.82 % 122,75% 109,42%



3. Tingkat capaian indikator kinerja persentase
penurunan sisa perkara pada tahun 2017 telah memenuhi

target. Dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Nganjuk

diuraikan bahwa sisa perkara tahun 2017 sebanyak 327

perkara, dan jumlah perkara yang ditangani tahun 2017

sebanyak 2876 perkara Sehingga pencapaian target kinerja

pada indikator kinerja dimaksud terpenuhi 88,63%. Hal ini

terjadi penurunan persentase perkara dengan pencapaian

target kinerja pada indikator kinerja persentase penurunan
sisa perkara pada tahun 2017.

Sisa perkara tahun 2016 sebanyak 482 perkara, jumlah

perkara yang diterima  tahun 2017 sebanyak 2394 perkara,

sehingga jumlah perkara yang ditangani di tahun 2017

sebanyak 2876 perkara , jumlah yang belum terselesaikan

sebanyak 327 perkara, sehingga realisasi  penurunan sisa

perkara  tahun 2017 adalah = 327/2876 x 100% = 11,37%



Capaian indikator kinerja tahun 2017= 11,37/10 x 100%
= 113,70%

Sisa perkara 2015 adalah sebanyak 438 perkara, dalam

tahun 2016 perkara yang ditangani  sebanyak 2881 perkara,

sehingga realisasi penurunan sisa perkara tahun 2016

adalah = 438/2881 x 100% = 15.20 %

Capaian indikator kinerja tahun 2016 = 15,20/10 x
100% = 152,00 %
Sisa perkara 2014 adalah sebanyak 521 perkara, dalam

tahun 2015 perkara yang ditangani sebanyak 3043 perkara.

Realisasi indikator = 521/3043 x 100% = 17,12 %

Capaian indikator = 17,12 / 10 x 100% = 171,20 %

Secara umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja

Pencapaian Target Kinerja

Tahun
2015

Tahun
2016

Tahun
2017

Persentase
penurunan sisa

perkara
171,20 % 152,00 % 113,70 %



4. Capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya banding, kasasi dan PK tahun 2017

telah memenuhi target. Jumlah perkara tahun 2017 yang

tidak melakukan upaya hukum banding, kasasi ataupun PK

sebanyak 2535 perkara, sedangkan jumlah perkara yang

telah diputus sebanyak 2549 perkara . Sehingga realisasi

indikator kinerja utama adalah = 2535/2549 x 100% =

99.45 %

Capaian indikator kinerja utama tahun 2017 = 99.45/99

x 100% = 100,45%

Perkara yang diputus tahun 2016 = 2.399 perkara

Perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum banding,

kasasi dan PK sebanyak 2390 perkara

Realisasi = 2390/2399 x 100% = 99,62%

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2016= 99,

62/99 x 100% = 100,63%

Perkara yang diputus tahun 2015 = 2.487 perkara

Perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum banding,



kasasi dan PK sebanyak 2482 perkara

Realisasi = 2482/2487 x 100% = 98,80%

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2015 = 98,80/99

x 100% = 100,81 %

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja

Pencapaian Target Kinerja

Tahun
2015

Tahun
2016

Tahun
2017

Persentase perkara
yang tidak

mengajukan upaya
hukum banding,
kasasi dan PK

100.81% 100.63% 100.45

5. Prosentase responden yang puas terhadap layanan

Pengadilan Agama Nganjuk, berdasarkan survey yang



dilakukan terhadap responden, terjadi peningkatan tingkat

kepuasan sebesar 97,5 %, meningkat 0.5% dari target yang

ditetapkan sebesar 97 %. Data tingkat kepuasan Responden

tersaji sebagaimana tabel berikut ini :

Jumalah
Responden

Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan

Tidak

Puas

Kurang

Puas
Puas

Sangat

Puas
Ket.

1 2 3 (1+2) 4 5 6

170 2 2 150 16 -

(sumber data : Laporan Tahunan 2017)

Dalam Laporan Tahunan tersebut di atas dijelaskan bahwa

dari jumlah total 170 responden yang di survey, sebanyak

16 responden menyatakan Sangat Puas dengan layanan

pengadilan Agama Nganjuk, 150 responden menyatakan

puas, dan selebihnya 2 orang responden kurang puas

terhadap pelayanan dan 2 orang lagi tidak puas dengan

layanan Pengadilan Agama Nganjuk. Dari data tersebut

dapat ditarik kesimpulan bahwa sebesar 166 orang atau

97,5 % responden merasa puas dengan layanan Pengadilan

Agama Nganjuk, sehingga mengalami peningkatan dari

target sebesar 97%, seperti terlihat dari table berikut:

Indikator Kinerja
Tingkat Kepuasan

Target Pencapaian

Prosentase Responden yang
Puas Terhadap Layanan
Pengadilan Agama Nganjuk

97 % 97,5 %



GRAFIK TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
LAYANAN PENGADILAN AGAMA GRESIK

Keterangan

Persepsi Nilai Layanan :

Nilai 1,0 – 1,75 : Tidak Baik/Tidak Puas

Nilai 1,76 – 2,50 : Kurang Baik/Kurang Puas

Nilai 2,51 – 3,25 : Baik/Puas

Nilai 3,26 – 4,00 : Sangat Baik/Sangat Puas

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1
Persentase isi putusan

yang diterima para

pihak tepat waktu

100 % 100% 100%

2 Persentase perkara yang

diselesaikan melalui
2% 1.52% 75.75%



mediasi

3

Persentase berkas

perkara yang

dimohonkan Banding,

Kasasi dan PK yang

diajukan secara lengkap

dan tepat waktu

100% 93.75% 93.75%

4

 Persentase putusan

yang menarik perhatian

masyarakat (ekonomi

syariah ) yang dapat

diakses secara online

dalam waktu 1 hari

sejak diputus

99 %

Analisis  capaian untuk indikator kinerja utama pada sasaran

strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja persentase isi putusan yang
diterima para pihak tepat waktu tahun 2017 telah

memenuhi target. Jumlah perkara tahun 2017 telah

diputus oleh Majelis Hakim sebanyak 2549 perkara, dari

jumlah perkara tersebut putusan majelis hakim telah

diterima ole para pihak sebanyak 2549 perkara . Sehingga

realisasi indikator kinerja utama adalah

= 2549/2549x 100% = 100%

Capaian indikator kinerja utama tahun 2017 = 100/100 x

100% = 100%

Perkara yang diputus tahun 2016 = 2399 perkara

Dan sebanyak 2399 perkara tersebut telah diterima

putusannya oleh para pihak tepat waktu.

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2016=



2399/2399x 100% = 100%

Perkara yang diputus tahun 2015 = 2487 perkara, dan

telah diterima putusannya oleh para pihak. Sehingga

realisasi = 2487/2487x 100% = 100%

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2015 = 100/100

x 100% = 100%

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja

Pencapaian Target Kinerja

Tahun
2015

Tahun
2016

Tahun
2017

Persentase isi
putusan yang

diterima para pihak
tepat waktu

100% 100% 100%

2. Capaian indikator kinerja persentase perkara yang
diselesaikan melalui mediasi tahun 2017 belum

memenuhi target. Jumlah perkara tahun 2017 yang telah



diselesaikan melalui mediasi 3 perkara, dari jumlah perkara

yang dilakukan mediasi sebanyak 299 perkara . Sehingga

realisasi indikator kinerja utama adalah

= 3/299x 100% = 1 %

Capaian indikator kinerja utama tahun 2017 = 1 / 2 x

100% = 50 %

Jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2016 = 323

perkara

Jumlah mediasi yang diselesaikan = 32 perkara

Realisasi 32/323 x 100% = 9,91 %

Capaian Indikator Kinerja Utama  tahun 2016
= 9,91/2 x 100% = 49,55 %

Jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2015  = 315

perkara

Jumlah mediasi yang diselesaikan = 10 perkara

Realisasi 10/315 x 100% = 3,17%

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2015 = 3,17/2 x

100% = 158,5 %

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja

Pencapaian Target Kinerja

Tahun
2015

Tahun
2016

Tahun
2017

Persentase perkara
yang diselesaikan
melalui mediasi

158,50 % 49,55 % 50 %



Dari grafik diatas terjadi penurunan keberhasilan

mediasi dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 13.75%

sedangkan dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi

kenaikan keberhasilan proses mediasi sebesar 7.66%.

3. Capaian indikator kinerja Persentase berkas perkara yang
dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan
secara lengkap dan tepat waktu tahun 2017 belum

memenuhi target. Jumlah perkara tahun 2017 yang

melakukan upaya hukum berkas lengkap sebanyak  13

perkara, dari jumlah perkara yang melakukan upaya

hukum sebanyak 14 perkara . Sehingga realisasi indikator

kinerja utama adalah

= 13/14 x 100% = 92,86%

Capaian indikator kinerja utama tahun 2017
= 92,86/100 x 100% = 92.86%

Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum  pada

tahun 2016 =  9 perkara

Jumlah perkara upaya hukum berkas lengkap  = 9  perkara

Realisasi indikator  kinerja = 9/9 x 100% = 100%



Capaian Indikator Kinerja Utama  tahun 2016 = 100/100

x 100% = 100%

Jumlah perkara upaya hukum pada tahun 2015  = 11

perkara

Jumlah perkara upaya hukum dengan berkas lengkap  = 11

perkara

Realisasi 11/11 x 100% = 100%

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2015 = 100/100

x 100% = 100%

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja

Pencapaian Target Kinerja

Tahun
2015

Tahun
2016

Tahun
2017

Persentase berkas perkara
yang dimohonkan

Banding, Kasasi dan PK
yang diajukan secara

lengkap dan tepat waktu

100% 100% 92.86%

Dari tabel diatas terlihat penurunan dibandingkan dengan

tahun 2016 sebesar 6.25% , hal ini disebabkan karena ada 1

perkara kasasi yang baru diterima  pendaftarannya.



4. Capaian Indikator kinerja untuk Persentase putusan  yang
menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak
diputus tahun 2017 belum terpenuhi karena tidak ada

perkara ekonomi syariah yang diterima di Pengadilan

Agama Nganjuk. Pada tahun 2016 ada sebanyak 1 perkara

yang diterima untuk perkara ekonomi syariah, tetapi

perkara tersebut tidak berlanjut karena dicabut. Sedangkan

untuk tahun 2015 tidak ada perkara ekonomi syariah.

Indikator Kinerja

Pencapaian Target Kinerja

Tahun
2015

Tahun
2016

Tahun
2017

Persentase putusan
yang menarik

perhatian
masyarakat

(ekonomi syariah )
yang dapat diakses
secara online dalam

0% 0% 0%



waktu 1 hari sejak
diputus

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 Persentase Perkara Prodeo
yang diselesaikan

100% 100% 100%

2
Persentase Perkara yang
diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan

100% 100% 100%

3
Persentase Perkara
Permohonan(Voluntair)
Identitas Hukum

100% 100% 100%

4

 Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)

0% 0% 0%

Analisis  capaian untuk indikator kinerja utama pada sasaran

strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan tahun 2017 sudah  memenuhi target. Jumlah

perkara tahun 2017 yang diajukan perkara prodeo

sebanyak 12 perkara, dari jumlah perkara tersebut sudah

diselesaikan sebanyak 12 perkara . Sehingga realisasi

indikator kinerja utama adalah

= 12/12 x 100% = 100%

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan



Capaian indikator kinerja utama tahun 2017 = 100/100 x

100% = 100 %

Jumlah perkara prodeo  pada tahun 2016 = 6 perkara

Jumlah perkara prodeo yang sudah terselesaikan = 6

perkara

Realisasi indikator  kinerja = 6/6 x 100% = 100%

Capaian Indikator Kinerja Utama  tahun 2016 = 100/100

x 100% = 100%

Jumlah perkara prodeo tahun 2015  = 12 perkara

Jumlah perkara prodeo yang terselesaikan tahun 2015  =

12 perkara

Realisasi 12/12x 100% = 100%

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2015 = 100/100

x 100% = 100%

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja
Pencapaian Target Kinerja

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

Persentase Perkara Prodeo
yang diselesaikan

100% 100% 93.75%



2. Capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang
diselesaikan di luar Gedung Pengadilan tahun 2017

sudah  memenuhi target. Jumlah perkara tahun 2017 yang

diselesaikan diluar gedung Pengadilan sebanyak 42

perkara, dari jumlah perkara tersebut sudah diselesaikan

sebanyak 42 perkara. Sehingga realisasi indikator kinerja

utama adalah

= 42/42 x 100% = 100%

Capaian indikator kinerja utama tahun 2017 = 100/100 x

100% = 100 %

Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

pada tahun 2016 sebanyak 49 perkara, dari jumlah

tersebut sudah terselesaikan semuanya.

Realisasi indikator  kinerja = 49/49 x 100% = 100%

Capaian Indikator Kinerja Utama  tahun 2016 = 100/100

x 100% = 100%



Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

pada tahun 2015 sebanyak 13 perkara, dari jumlah

tersebut sudah terselesaikan semuanya.

Realisasi indikator  kinerja = 13/13 x 100% = 100%

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2015 = 100/100

x 100% = 100%

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator
Kinerja

Pencapaian Target Kinerja

Tahun
2015

Tahun
2016

Tahun
2017

Persentase Perkara
Prodeo yang
diselesaikan

100% 100% 100%

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa terjadi

penurunan perkara yang diselesaikan melalui  sidang diluar

gedung pengadilan, pada tahun 2016 jumlah perkara yang

bisa diselesaiakn melalui siding diluar gedung sebanyak 49



perkara, sedangkan pada tahun 2017 perkara yang bisa

diselesaiakn melalui siding diluar gedung Pengadilan hanya

sebanyak 42 perkara saja.

3. Capaian indikator kinerja Persentase Perkara
Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum tahun 2017

sudah  memenuhi target. Jumlah perkara Volunteer

identitas hukum yang diselesaikan tahun 2017 sebanyak 19

perkara, dari jumlah perkara tersebut sudah diselesaikan

sebanyak 19 perkara . Sehingga realisasi indikator kinerja

utama adalah

= 19/19 x 100% = 100%

Capaian indikator kinerja utama tahun 2017 = 100/100 x

100% = 100 %

Jumlah perkara yang perkara volunteer identitas hukum

yang diselesaikan tahun 2016 sebanyak 23 perkara , dari

jumlah tersebut sudah terselesaikan semuanya.

Realisasi indikator  kinerja = 23/23 x 100% = 100%

Capaian Indikator Kinerja Utama  tahun 2016 = 100/100

x 100% = 100%

Jumlah perkara yang perkara volunteer identitas hukum

yang diselesaikan tahun 2015 sebanyak 21 perkara , dari

jumlah tersebut sudah terselesaikan semuanya.

Realisasi indikator  kinerja = 21/21 x 100% = 100%

Capaian Indikator Kinerja Utama  tahun 2015 = 100/100

x 100% = 100%

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator
Kinerja

Pencapaian Target Kinerja

Tahun Tahun Tahun



2015 2016 2017

Persentase Perkara
Permohonan(Voluntai

r) Identitas Hukum
100% 100% 100%

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa perkara voluntair

identitas hukum tahun 2017 sebanyak 19 perkara, terjadi

penurunan dari jumlah perkara yang terselesaikan dari

tahun 2016 sebanyak 4 perkara dikarenakan jumlah

perkara yang diterima untuk perkara voluntair identitas

hukum juga menurun.

4. Capaian indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum) tahun 2017 tidak memenuhi target.

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tidak ada baik untuk

tahun 2017, tahun 2016 maupun tahun 2015. Sehingga

realisasi indikator kinerja utama adalah

= 0/0 x 100% = 0%



Capaian indikator kinerja utama tahun 2017 = 0/0  x

100% = 0 %

Jumlah pencari  keadilan golongan tertentu yang mendapat

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2016

sebanyak 0 perkara.

Realisasi indikator  kinerja = 0/0 x 100% = 0%

Capaian Indikator Kinerja Utama  tahun 2016 = 0/0 x

100% = 0%

Jumlah pencari  keadilan golongan tertentu yang mendapat

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2015

sebanyak 0 perkara.

Realisasi indikator  kinerja = 0/0 x 100% = 0%

Capaian Indikator Kinerja Utama  tahun 2015 = 0/0 x

100% = 0%

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator
Kinerja

Pencapaian Target Kinerja

Tahun
2015

Tahun
2016

Tahun
2017

Persentase Pencari
Keadilan Golongan

Tertentu yang
Mendapat Layanan
Bantuan Hukum

(Posbakum)

0% 0% 0%

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut

:

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap
Putusan Pengadilan



No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1

Persentase Putusan

Perkara Perdata yang

Ditindaklanjuti

(dieksekusi).

0.5% 0,24% 57.6%

Analisis  capaian untuk indikator kinerja utama pada

sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja Persentase Putusan Perkara
Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2017

belum memenuhi target. Jumlah perkara tahun 2017 yang

diajukan untuk ditindaklanjuti sebanyak 4 perkara, dan

jumlah perkara yang sudah  berkekuatan hukum tetap

(BHT)  sebanyak 1671 perkara. Sehingga realisasi indikator

kinerja utama adalah

= 4/1671 x 100% = 0.24%

Capaian indikator kinerja utama tahun 2017 = 0.24/0.5 x

100% = 57.6 %

Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2016 telah

menerima permohonan eksekusi sebanyak 2 perkara, dan

jumlah perkara yang berkekuatan hukum tetap (BHT )

sebanyak 1375 perkara.

Realisasi Indikator Kinerja = 2/1375 x 100 % = 0.145 %

Capaian Indikator Kinerja Utama = 0.145/0.5 x 100 = 29 %

Capaian Indikator Kinerja Utama  tahun 2016 = 29%

Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2015 telah

menerima permohonan eksekusi sebanyak 3 perkara, dan

jumlah perkara yang berkekuatan hukum tetap sebanyak

1076 perkara.



Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan = 2

Realisasi indikator kinerja utama = 2/1076  x 100 = 0.19%

Capaian Indikator Kinerja Utama = 0.19/0.5 x 100 = 38  %

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja

Pencapaian Target Kinerja

Tahun
2015

Tahun
2016

Tahun
2017

Persentase Putusan
Perkara Perdata yang

ditindaklanjuti
(dieksekusi)

38% 29% 57.6%

Dari grafik diatas diketahui bahwa jumlah perkara yang

diajukan untuk ditindaklanjuti (eksekusi terjadi kenaikan

dari tahun 2015 dan tahun 2016.



B. Realisasi Anggaran
Untuk melaksanaan indikator-indikator kinerja  yang

berorientasi hasil di atas, maka diperlukan adanya progam

kerja  yang dapat menghasilkan outcome dan output . Program

kerja Pengadilan Agama Nganjuk adalah melaksanakan

program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I

Mahkamah Agung RI, dimana ada 3 program kerja yang harus

dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Nganjuk, antara lain

sebagai berikut :

1.Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;

2.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Mahkamah Agung;

3.ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung.

Program kerja  di atas masing-masing didukung dengan

anggaran yang telah direncanakan dalam DIPA tahun 2017.

Sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggung

jawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran

dengan hasil outcome maupun outputnya. Akuntabilitas

anggaran tahun 2017 yang mendukung program kerja tersebut

dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel dan grafik berikut :

No Program Kerja Pagu Realisasi %

1

Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Agama

19.000.000 19.000.000 100

2

Program
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya

4.572.039.000 3.810.892.058 83.35



Mahkamah Agung

3

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Mahkamah Agung

135.000.000 134.917.500 99.94

Dari Grafik diatas terjadi penurunan realisasi pada Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung sebesar 12,54 % .



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Nganjuk

tahun 2017 ini mengupayakan melaporkan suatu capaian

kinerja (performance result) dibandingkan dengan rencana

kerja (performance plan) dari core bussines (ciri khas) yang

mengacu pada unsur pokok yaitu dalam bidang teknis

yudisial di seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok

dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang

diproses di Pengadilan Agama Nganjuk.

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Nganjuk tahun

2017 ini menyampaikan berbagai keberhasilan dan

kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh

Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2017. Berbagai capaian

strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja

Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan

dan sasaran.

3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum

dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan

sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Operasional

Prosedur (SOP). Namun demikian, masih perlu adanya

peningkatan capaian kinerja sasaran khususnya dalam

peningkatan percepatan penyelesaian perkara. Sehingga

akan mendapatkan hasil capaian yang optimal.

B. Saran
1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

sebagai instrumen control yang obyektif dan transparan



dalam mengelola sarana dan prasarana serta ketrampilan

sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian

perkara di Pengadilan Agama Nganjuk.

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai

bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai

alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Agama Nganjuk ..

3. Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah

secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi

reward and punisment.



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs.H. SYAIFUL HEJA, M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Nganjuk

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Dr.H.M.RUM NESSA,S.H.,M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapi

target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan sepervasi yang diperlukan serta

akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian

ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 02 Januari 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Dr.H.M. RUM NESSA,S.H.,M.H Drs.H. SYAIFUL HEJA, M.H
NIP.195107021976011001 NIP. 19671006.199403.1.009



Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA NGANJUK

No. Sasaran Program /
Kegiatan

Indikator Kinerja Target

1. Terwujudnya peningkatan

penyelesaian sisa perkara

yang sederhana, tepat

waktu, transparan dan

akuntabel

Prosentase sisa perkara tahun

lalu yang diselesaikan tepat

waktu

100%

2. Terwujudnya peningkatan

administrasi penerimaan

perkara yang efektif, efisien

dan akuntabel

Prosentase peningkatan

penyelesaian administrasi/

registrasi penerimaan perkara

100%

3. Terwujudnya persidangan

perkara secara sederhana,

tepat waktu dan transparan

Prosentase persidangan

perkara secara sederhana,

tepat waktu, transparan dan

akuntabel

92%

4. Terwujudnya peningkatan

penyelesaian perkara yang

sederhana, tepat waktu,

transparan dan akuntabel

Prosentase perkara yang

diselesaikan tepat waktu

90%

5. Terwujudnya peningkatan

penyelesaian perkara dalam

jangka waktu 5 bulan

Prosentase peningkatan

perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu 5 bulan

secara tepat waktu

99%



6. Terwujudnya peningkatan

pelayana perkara miskin

dan terpinggirkan yang

mendapatkan layanan

posyankum secara tepat

waktu

Prosentase peningkatan

perkara miskin dan

terpinggirkan yang

diselesaikan secara tepat

waktu

100%

7. Tercapainya pelaporan

LAKjIP Tahun 2018 secara

tepat waktu

Prosentase peningkatan

perkara miskin dan

terpinggirkan yang

mendapatkan layanan

posyankum yang diselesaikan

tepat waktu

100%

8. Terwujudnya peningkatan

penyelesaian putusan/

penetapan secara tepat

waktu yang diunggah ke

Website

Prosentase peningkatan

penyelesaian putusan/

penetapan secara tepat waktu

yang di unggah ke Website

85%

9. Terwujudnya peningkatan

penyelesaian minutasi

berkas perkara tepat waktu

Prosentase penyelesaian

administrasi putusan perkara

96%

10. Tewujudnya peningkatan

penyelesaian administrasi

putusan perkara yang

efektif, efisien dan akuntabel

Prosentase penyelesaian

administrasi putusan perkara

100%

11 Terwujudnya peningkatan

pelayanan penyampaian

salinan / putusan tepat

waktu

Prosentasi penyampaian

salinan putusan  / kepada

para pihak tepat waktu

100%



12 Terwujudnya peningkatan

penerbitan akta cerai secara

cepat dan tepat waktu

Prosentase peningkatan

penerbitan akta cerai secara

cepat dan tepat waktu

100%

13 Terwujudnya peningakatan

pelayanan penyerahan akta

cerai secara cepat dan tepat

waktu

Prosentase peningkatan

penyerahan akta cerai kepada

pihak

100%

14 Tewujudnya peningkatan

pelayanan administrasi

mediasi

Prosentase peningakatan

pelayanan administrasi

mediasi

100%

15 Terwujudnya peningkatan

kualitas putusan yang

memenuhi rasa keadila pada

masyarakat

Prosentase putusan yang tidak

diajukan upaya banding

100%

16 Terwujudnya peningkatan

pelayanan administrasi

perkara banding tepat

waktu

Terwujudnya peningkatan

penyelesaian administrasi

perkara banding tepat waktu

100%

17 Tewujudnya peningkatan

pelayanan administrasi

perkara kasasi tepat waktu

Tewujudnya peningkatan

pelayanan administrasi

perkara kasasi tepat waktu

95%

18 Tewujudnya peningkatan

pelayanan administrasi

perkara PK waktu

Tewujudnya peningkatan

pelayanan administrasi

perkara PK waktu

100%

19 Tewujudnya peningkatan

pelayanan pemohonan

eksekusi atas putusan yang

telah berkekuatan hokum

Prosentase pelayanan

pemohonan eksekusi yang

telah di tindak lanjuti

100%



tetap

20 Terwujudnya peningkatan

kualitas pelayanan meja

informasi

Prosentase peningkatan

pemberian pelayanan

informasi kepada masyarakat

yang berkaitan dengan perkara

100%

21 Terwujudnya peningkatan

kualitas pelayanan

pengaduan yang ditindak

lanjuti

Prosentase peningkatan

kualitas pelayanan pengaduan

yang ditindak lanjuti

100%

22 Terwujudnya tertib

administrasi bantuan /

panggilan pemberitahuan

delegasi

Prosentase tertib administrasi

bantuan / panggilan

pemberitahuan delegasi tepat

waktu

90%

23 Terealisasinya pemeliharaan

sarana dan prasarana yang

telah ditetapkan

Prosentase terlaksananya

anggaran kegiatan

pemeliharaan sarana dan

prasarana yang telah

ditetapkan

100%

24 Terealisasinya pelaksanaan

kebersihan lingkungan kerja

Prosentase jumlahrealisasi

pelaksanaan kebersihan

95%

25 Terealisasinya ketertiban

administarsi perputakaan

(kesesuaian kode buku

dengan klasifikasi)

Prosentase jumlah buku yang

sama dengan kode buku

sesuai dengan

klasifikasiny95%a

26 Tersusunnya Daftar Barang

Ruangan (DBR)

Prosentase jumlah daftar

barang ruangan yang sesuai

dengan keadaaan riilnaya

100%

27 Terealisasinya administrasi Prosentase administrasi 100%



persediaan barang persediaan barang secara tepat

waktu

28 Terealisasinta pelaporan

SIMAK BMN tahun 2018

Prosentase pelaporan SIMAK

BMN tahun 2018 secara tepat

waktu

100%

29 Tercapainya penyerapan

anggaran DIPA

Prosentase jumlah anggaran

DIPA yang terealisasi

90%

30 Tercapainya setoran PNPB

secara tepat waktu (rutin

setiap hari)

Prosentase pelaksanaan

setoran PNPB secara tepat

waktu (rutin setiap hari)

100%

31 Terwujudnya pengajuan

remunerasi secara tepat

waktu

Prosentase pelakasaan

pengajuan remunerasi secara

tepat waktu

100%

32 Terwujudnya laporan

keuangan per bulan secara

tepat waktu (maksimal

tanggal 5 pada bulan

berikutnaya)

Prosentase pembuatan laporan

keuangan dan rekonsiliasi

secara tepat waktu

100%

33 Terwujudnya kenaikann gaji

berkala pegawai secara tepat

waktu

Prosentase pembuatan SK

KGB secara tepat waktu

100%

34 Terwujudnya kenaikann

pangkat pegawai secara

tepat waktu

Prosentase Pengusulan

kenaikan pangkat pegawai

secara tepat waktu

100%

35 Tercapainya kedisiplinan

pegawai

Prosentase kedatangan dan

kepulangan seluruh pegawai

secara tepat waktu

100%



36 Terwujudnya peningktan

kompetensi pegawai

Prosentase pelaksanaan jadwal

diklat di tempat kerja dan

sosialisi hasil diklat pegawai

maksimal 1 bulan setelah

diklat

90%

37 Terwujudnya organisasi dan

tatalaksana yang baik

Prosentase pembuatan Surat

Keputusan dan SOP tentang

organisasi dan tatalaksana

secara tepat waktu

100%

38 Terwujudnya penilaian

pekerjaan pegawai tepat

waktu

Prosentase pembuatan

penilaian pekerjaan pegawai

tepat waktu

100%

39 Terwujudnya tertib laporan

absensi

Prosentase pembuatan dan

pengiriman laporan absensi

pegawai tepat waktu

1005

40 Terwujudnya tatakelola

arsip kepegawaian yang baik

dan akurat

Prosentase kesesuaian arsip

pada kepegawaian dengan

dokumen pada Sikep

Mahkamah Agung

100%

41 Terwujudnya Daftar Urut

Kepangkatan (DUK) dan

Bezzetind yang akurat dan

tepat waktu

Prosentase kesesuaian

pembuatan DUK dan Bezzeting

dengan aturan secara tepat

waktu

100%

42 Terwujudnya tertib

pelaporan kepegawaian / e-

document kepegawaian

Prosentase pelaporan

kepegawaian / e- document

kepegawaian secara tepat

waktu

100%

43 Tercapainya pelaporan LKjIP Prosentase pelaksanaan 100%



tahun 2018 secara tepat

waktu

penyusunan LKjIP tahun 2018

secara tepat waktu

44 Tercapainya pelaporan

tahunan 2018 secara tepat

waktu

Pelaksanaan penyusunan

laporan tahunan 2018 secara

tepat waktu

100%



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,
Nama : Drs.H. SYAIFUL HEJA, M.H

Jabatan ` : Ketua

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapi
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan sepervasi yang diperlukan serta
akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 02 Januari 2018

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Drs. H. SYAIFUL HEJA, M.H HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H.
NIP. 19671006.199403.1.009 NIP. 19681022.200112.1.002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,
Nama : Drs.H. SYAIFUL HEJA, M.H

Jabatan ` : Ketua

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapi
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan sepervasi yang diperlukan serta
akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 02 Januari 2018

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Drs. H. SYAIFUL HEJA, M.H HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H.
NIP. 19671006.199403.1.009 NIP. 19681022.200112.1.002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,
Nama : Drs.H. SYAIFUL HEJA, M.H

Jabatan ` : Ketua

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapi
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan sepervasi yang diperlukan serta
akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 02 Januari 2018

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Drs. H. SYAIFUL HEJA, M.H HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H.
NIP. 19671006.199403.1.009 NIP. 19681022.200112.1.002



Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA NGANJUK

No. Sasaran Program /
Kegiatan

Indikator Kinerja Target

1. Terwujudnya peningkatan

penyelesaian sisa perkara

yang sederhana, tepat

waktu, transparan dan

akuntabel

Prosentase sisa perkara tahun

lalu yang diselesaikan tepat

waktu

100%

2. Terwujudnya peningkatan

administrasi penerimaan

perkara yang efektif, efisien

dan akuntabel

Prosentase peningkatan

penyelesaian administrasi/

registrasi penerimaan perkara

100%

3. Terwujudnya persidangan

perkara secara sederhana,

tepat waktu dan

transparan

Prosentase persidangan

perkara secara sederhana,

tepat waktu, transparan dan

akuntabel

92%

4. Terwujudnya peningkatan

penyelesaian perkara yang

sederhana, tepat waktu,

transparan dan akuntabel

Prosentase perkara yang

diselesaikan tepat waktu

90%

5. Terwujudnya peningkatan

penyelesaian perkara

dalam jangka waktu 5

bulan

Prosentase peningkatan

perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu 5 bulan

secara tepat waktu

99%



6. Terwujudnya peningkatan

pelayana perkara miskin

dan terpinggirkan yang

diselesaikan sercara tepat

waktu

Prosentase peningkatan

perkara miskin dan

terpinggirkan yang

diselesaikan secara tepat

waktu

100%

7. Terwujudnya peningkatan

pelayana perkara miskin

dan terpinggirkan yang

mendapatkan layanan

posyankum secara tepat

waktu

Prosentase peningkatan

perkara miskin dan

terpinggirkan yang

mendapatkan layanan

posyankum yang diselesaikan

tepat waktu

100%

8. Terwujudnya peningkatan

penyelesaian putusan/

penetapan secara tepat

waktu yang diunggah ke

Website

Prosentase peningkatan

penyelesaian putusan/

penetapan secara tepat waktu

yang di unggah ke Website

85%

9. Terwujudnya peningkatan

penyelesaian minutasi

berkas perkara tepat waktu

Prosentase penyelesaian

administrasi putusan perkara

96%

10. Tewujudnya peningkatan

penyelesaian administrasi

putusan perkara yang

efektif, efisien dan

akuntabel

Prosentase penyelesaian

administrasi putusan perkara

100%

11 Terwujudnya peningkatan

pelayanan penyampaian

salinan / putusan tepat

waktu

Prosentasi penyampaian

salinan putusan  / kepada

para pihak tepat waktu

100%



12 Terwujudnya peningkatan

penerbitan akta cerai

secara cepat dan tepat

waktu

Prosentase peningkatan

penerbitan akta cerai secara

cepat dan tepat waktu

100%

13 Terwujudnya peningakatan

pelayanan penyerahan akta

cerai secara cepat dan

tepat waktu

Prosentase peningkatan

penyerahan akta cerai kepada

pihak

100%

14 Tewujudnya peningkatan

pelayanan administrasi

mediasi

Prosentase peningakatan

pelayanan administrasi

mediasi

100%

15 Terwujudnya peningkatan

kualitas putusan yang

memenuhi rasa keadila

pada masyarakat

Prosentase putusan yang tidak

diajukan upaya banding

100%

16 Terwujudnya peningkatan

pelayanan administrasi

perkara banding tepat

waktu

Terwujudnya peningkatan

Penyelesaian administrasi

perkara banding tepat waktu

100%

17 Tewujudnya peningkatan

pelayanan administrasi

perkara kasasi tepat waktu

Tewujudnya peningkatan

pelayanan administrasi

perkara kasasi tepat waktu

95%

18 Tewujudnya peningkatan

pelayanan administrasi

perkara PK waktu

Tewujudnya peningkatan

pelayanan administrasi

perkara PK waktu

100%

19 Tewujudnya peningkatan

pelayanan pemohonan

eksekusi atas putusan

Prosentase pelayanan

pemohonan eksekusi yang

telah di tindak lanjuti

100%



yang telah berkekuatan

hokum tetap

20 Terwujudnya peningkatan

kualitas pelayanan meja

informasi

Prosentase peningkatan

pemberian pelayanan

informasi kepada masyarakat

yang berkaitan dengan

perkara

100%

21 Terwujudnya peningkatan

kualitas pelayanan

pengaduan yang ditindak

lanjuti

Prosentase peningkatan

kualitas pelayanan pengaduan

yang ditindak lanjuti

100%

22 Terwujudnya tertib

administrasi bantuan /

panggilan pemberitahuan

delegasi

Prosentase tertib administrasi

bantuan / panggilan

pemberitahuan delegasi tepat

waktu

90%

23

Tercapainya pelaporan

LAKjIP Tahun 2018 secara

tepat waktu

Prosentase pelaksanaan

penyusunan LAKjIP Tahun

2018 secara tepat waktu

100%

24 Tercapainya pelaporan

tahunan 2018 secara tepat

waktu

Pelaksanaan penyusunan

laporan tahunan 2018 sSecara

tepat waktu

100%



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. MOH. MUNIB, M.HI.

Jabatan : Wakil Panitera

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapi
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan sepervasi yang diperlukan serta
akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 02 Januari 2018

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H. Drs. H. MOH. MUNIB, M.HI.
NIP. 19681022.200112.1.002 NIP. 19650402.199303.1.003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. MOH. MUNIB, M.HI.

Jabatan : Wakil Panitera

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapi
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan sepervasi yang diperlukan serta
akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 02 Januari 2018

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H. Drs. H. MOH. MUNIB, M.HI.
NIP. 19681022.200112.1.002 NIP. 19650402.199303.1.003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. MOH. MUNIB, M.HI.

Jabatan : Wakil Panitera

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapi
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan sepervasi yang diperlukan serta
akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 02 Januari 2018

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H. Drs. H. MOH. MUNIB, M.HI.
NIP. 19681022.200112.1.002 NIP. 19650402.199303.1.003



Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA NGANJUK

No. Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target

1. Terwujudnya peningkatan

penyelesaian sisa perkara

yang sederhana, tepat waktu,

transparan dan akuntabel

Prosentase sisa perkara tahun

lalu yang diselesaikan tepat

waktu

100%

2. Terwujudnya peningkatan

administrasi penerimaan

perkara yang efektif, efisien

dan akuntabel

Prosentase peningkatan

penyelesaian administrasi/

registrasi penerimaan perkara

100%

3. Terwujudnya persidangan

perkara secara sederhana,

tepat waktu dan transparan

Prosentase persidangan

perkara secara sederhana,

tepat waktu, transparan dan

akuntabel

92%

4. Terwujudnya peningkatan

penyelesaian perkara yang

sederhana, tepat waktu,

transparan dan akuntabel

Prosentase perkara yang

diselesaikan tepat waktu

90%

5. Terwujudnya peningkatan

penyelesaian perkara dalam

jangka waktu 5 bulan

Prosentase peningkatan

perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu 5 bulan

secara tepat waktu

99%

6. Terwujudnya peningkatan

pelayana perkara miskin dan

terpinggirkan yang

Prosentase peningkatan

perkara miskin dan

terpinggirkan yang

100%



mendapatkan layanan

posyankum secara tepat

waktu

diselesaikan secara tepat

waktu

7. Terwujudnya peningkatan

pelayanan perkara miskin

dan terpinggirkan yang

mendapatkan layanan

posyankum secara tepat

waktu

Prosentase peningkatan

perkara miskin dan

terpinggirkan yang

mendapatkan layanan

posyankum yang diselesaikan

tepat waktu

100%

8. Terwujudnya peningkatan

penyelesaian putusan/

penetapan secara tepat waktu

yang diunggah ke Website

Prosentase peningkatan

penyelesaian putusan/

penetapan secara tepat waktu

yang di unggah ke Website

85%

9. Terwujudnya peningkatan

penyelesaian minutasi berkas

perkara tepat waktu

Prosentase penyelesaian

administrasi putusan perkara

96%

10. Tewujudnya peningkatan

penyelesaian administrasi

putusan perkara yang efektif,

efisien dan akuntabel

Prosentase penyelesaian

administrasi putusan perkara

100%

11 Terwujudnya peningkatan

pelayanan penyampaian

salinan / putusan tepat

waktu

Prosentasi penyampaian

salinan putusan  / kepada

para pihak tepat waktu

100%

12 Terwujudnya peningkatan

penerbitan akta cerai secara

cepat dan tepat waktu

Prosentase peningkatan

penerbitan akta cerai secara

cepat dan tepat waktu

100%

13 Terwujudnya peningakatan Prosentase peningkatan 100%



pelayanan penyerahan akta

cerai secara cepat dan tepat

waktu

penyerahan akta cerai kepada

pihak

14 Tewujudnya peningkatan

pelayanan administrasi

mediasi

Prosentase peningakatan

pelayanan administrasi

mediasi

100%

15 Terwujudnya peningkatan

kualitas putusan yang

memenuhi rasa keadila pada

masyarakat

Prosentase putusan yang tidak

diajukan upaya banding

100%

16 Terwujudnya peningkatan

pelayanan administrasi

perkara banding tepat waktu

Terwujudnya peningkatan

Penyelesaian administrasi

perkara banding tepat waktu

100%

17 Tewujudnya peningkatan

pelayanan administrasi

perkara kasasi tepat waktu

Tewujudnya peningkatan

pelayanan administrasi

perkara kasasi tepat waktu

95%

18 Tewujudnya peningkatan

pelayanan administrasi

perkara PK waktu

Tewujudnya peningkatan

pelayanan administrasi

perkara PK waktu

100%

19 Tewujudnya peningkatan

pelayanan pemohonan

eksekusi atas putusan yang

telah berkekuatan hukum

tetap

Prosentase pelayanan

pemohonan eksekusi yang

telah di tindak lanjuti

100%

20 Terwujudnya peningkatan

kualitas pelayanan meja

informasi

Prosentase peningkatan

pemberian pelayanan

informasi kepada masyarakat

yang berkaitan dengan

100%



perkara

21 Terwujudnya peningkatan

kualitas pelayanan

pengaduan yang ditindak

lanjuti

Prosentase peningkatan

kualitas pelayanan pengaduan

yang ditindak lanjuti

100%

22 Terwujudnya tertib

administrasi bantuan /

panggilan pemberitahuan

delegasi

Prosentase tertib administrasi

bantuan / panggilan

pemberitahuan delegasi tepat

waktu

90%

23

Tercapainya pelaporan LAKjIP

Tahun 2018 secara tepat

waktu

Prosentase pelaksanaan

penyusunan LAKjIP Tahun

2018 secara tepat waktu

100%

24 Tercapainya pelaporan

tahunan 2018 secara tepat

waktu

Pelaksanaan penyusunan

laporan tahunan 2018 secara

tepat waktu

100%



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD ROMADHON, S.Ag., M.H.

Jabatan : Panitera Muda Permohonan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapi

target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan sepervasi yang diperlukan serta

akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian

ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 02 Januari 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H. A. ROMADHON, S.Ag., M.H.
NIP. 19681022.200112.1.002 NIP. 19721022.199803.1.005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD ROMADHON, S.Ag., M.H.

Jabatan : Panitera Muda Permohonan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapi

target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan sepervasi yang diperlukan serta

akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian

ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 02 Januari 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H. A. ROMADHON, S.Ag., M.H.
NIP. 19681022.200112.1.002 NIP. 19721022.199803.1.005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD ROMADHON, S.Ag., M.H.

Jabatan : Panitera Muda Permohonan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapi

target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan sepervasi yang diperlukan serta

akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian

ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 02 Januari 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H. A. ROMADHON, S.Ag., M.H.
NIP. 19681022.200112.1.002 NIP. 19721022.199803.1.005



Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA NGANJUK

No. Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target

1. Terwujudnya peningkatan

penyelesaian sisa perkara

yang sederhana, tepat waktu,

transparan dan akuntabel

Prosentase sisa perkara tahun

lalu yang diselesaikan tepat

waktu

100%

2. Terwujudnya peningkatan

administrasi penerimaan

perkara yang efektif, efisien

dan akuntabel

Prosentase peningkatan

penyelesaian administrasi/

registrasi penerimaan perkara

100%

3. Terwujudnya persidangan

perkara secara sederhana,

tepat waktu dan transparan

Prosentase persidangan

perkara secara sederhana,

tepat waktu, transparan dan

akuntabel

92%

4. Terwujudnya peningkatan

penyelesaian perkara yang

sederhana, tepat waktu,

transparan dan akuntabel

Prosentase perkara yang

diselesaikan tepat waktu

90%

5. Terwujudnya peningkatan

penyelesaian perkara dalam

jangka waktu 5 bulan

Prosentase peningkatan

perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu 5 bulan

secara tepat waktu

99%

6. Terwujudnya peningkatan

pelayanan perkara

permohonan bagi orang

Prosentase peningkatan

perkara permohonan bagi

orang miskin dan

100%



miskin dan terpinggirkan

yang mendapatkan layanan

posyankum secara tepat

waktu

terpinggirkan yang

diselesaikan secara tepat

waktu

7. Tercapainya peningkatan

perkara permohonan bagi

orang miskin dan

terpinggirkan yang

mendapatkan layanan

posyankum yang diselesaikan

tepat waktu

Prosentase peningkatan

perkara permohonan bagi

orang miskin dan

terpinggirkan yang

mendapatkan layanan

posyankum yang diselesaikan

tepat waktu

100%

8. Terwujudnya peningkatan

penyelesaian putusan/

penetapan secara tepat waktu

yang diunggah ke Website

Prosentase peningkatan

penyelesaian putusan/

penetapan secara tepat waktu

yang di unggah ke Website

85%

9 Terwujudnya peningkatan

penyelesaian administrasi

putusan perkara permohonan

yang efektif, efisien dan

akuntabel

Prosentase penyelesaian

administrasi puutusan

perkara permohonan

100%

10 Tewujudnya peningkatan

pelayanan  mediasi

Prosentase peningakatan

pelayanan  mediasi

100%

11 Tercapainya pelaporan LAKjIP

Tahun 2018 Secara tepat

waktu

Prosentase pelaksanaan

penyusunan LAKjIP Tahun

2018 Secara tepat waktu

100%

12 Terwujudnya tertib

administrasi bantuan /

panggilan pemberitahuan

Prosentase tertib administrasi

bantuan / panggilan

pemberitahuan delegasi tepat

90%



delegasi waktu

13 Tercapainya pelaporan

tahunan 2018 Secara tepat

waktu

Prosentase Pelaksanaan

penyusunan laporan tahunan

2018 Secara tepat waktu

100%



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD NAFI’, S.H., M.HI.

Jabatan : Panitera Muda Hukum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapi

target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan sepervasi yang diperlukan serta

akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian

ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 02 Januari 2018

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H. MUHAMMAD NAFI’, S.H., M.HI.
NIP. 19681022.200112.1.002 NIP. 19820509.200604.1.011

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD NAFI’, S.H., M.HI.

Jabatan : Panitera Muda Hukum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapi

target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan sepervasi yang diperlukan serta

akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian

ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 02 Januari 2018

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H. MUHAMMAD NAFI’, S.H., M.HI.
NIP. 19681022.200112.1.002 NIP. 19820509.200604.1.011

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD NAFI’, S.H., M.HI.

Jabatan : Panitera Muda Hukum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapi

target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan sepervasi yang diperlukan serta

akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian

ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 02 Januari 2018

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H. MUHAMMAD NAFI’, S.H., M.HI.
NIP. 19681022.200112.1.002 NIP. 19820509.200604.1.011



Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA NGANJUK

NO Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target

1. Terwujudnya peningkatan

kualitas pelayanan meja

informasi

Prosentase peningkatan

pemberian pelayanan

informasi kepada masyarakat

yang berkaitan dengan

perkara

100%

2. Terwujudnya peningkatan

kualitas pelayanan

pengaduan yang ditindak

lanjuti

Prosentase peningkatan

penyelesaian pengaduan yang

ditindak lanjuti

100%

3. Terwujudnya peningkatan

penyelesaian minutasi berkas

petkara yang tepat waktu

Prosentase peningkatan

kualitas dan kwantitas

minutasi berkas petkara yang

tepat waktu

96%

4. Terwujudnya peningkatan

pelayanan penyampaian

salinan putusan tepat waktu

perkara gugatan

Prosentase penyampaian

salinan putusan kepada para

pihak tepat waktu

90%

5. Terwujudnya peningkatan

penerbitan akta cerai secara

cepat dan tepat waktu

Prosentase peningkatan

penerbitan akta cerai secara

cepat dan tepat waktu

99%

6. Terwujudnya peningkatan

pelayanan penyerahan akta

cerai secara cepat dan tepat

Prosentase peningkatan

penyerahan akta cerai kepada

100%



waktu para pihak

7. Tewujudnya peningkatan

kualitas putusan yang

memenuhi rasa keadilan

kepada masyarakat

Prosentase peningkatan

perkara miskin dan

terpinggirkan yang

mendapatkan layanan

posyankum yang diselesaikan

tepat waktu

100%

8. Terwujudnya peningkatan

penyelesaian putusan/

penetapan secara tepat waktu

yang diunggah ke Website

Prosentase putusan yang tidak

diajukan upaya banding

100%

9 Terwujudnya peningkatan

laporan mediasi

Prosentase peningkatan

laporan mediasi

100%

10 Tewujudnya peningkatan

pelayanan administrasi

perkara banding

Terwujudnya peningkatan

penyelesaian administrasi

perkara banding yang

sederhana, tepat waktu,

transparan dan akuntabel

100%

11 Terwujudnya peningkatan

pelayanan administrasi

perkara kasasi

Terwujudnya peningkatan

penyelesaian administrasi

perkara kasasi yang

sederhana, tepat waktu,

transparan dan akuntabel

95%

t12 Terwujudnya peningkatan

pelayanan administrasi

perkara PK

Terwujudnya peningkatan

penyelesaian administrasi

perkara PK yang sederhana,

tepat waktu, transparan dan

akuntabel

100%



13 Tercapainya pelaporan LAKjIP

Tahun 2018 Secara tepat

waktu

Prosentase pelaksanaan

penyusunan LAKjIP Tahun

2018 Secara tepat waktu

100%

14 Tercapainya pelaporan

tahunan  2018 Secara tepat

waktu

Prosentase pelaksanaan

penyusunan tahunan 2018

Secara tepat waktu

100%



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AMIR HAMZAH, S.H.

Jabatan : Panitera Muda Gugatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapi

target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan sepervasi yang diperlukan serta

akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian

ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 02 Januari 2018

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H. AMIR HAMZAH, S.H.
NIP. 19681022.200112.1.002 NIP. 19670601 199203 1 005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AMIR HAMZAH, S.H.

Jabatan : Panitera Muda Gugatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapi

target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan sepervasi yang diperlukan serta

akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian

ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 02 Januari 2018

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H. AMIR HAMZAH, S.H.
NIP. 19681022.200112.1.002 NIP. 19670601 199203 1 005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AMIR HAMZAH, S.H.

Jabatan : Panitera Muda Gugatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapi

target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan sepervasi yang diperlukan serta

akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian

ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 02 Januari 2018

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H. AMIR HAMZAH, S.H.
NIP. 19681022.200112.1.002 NIP. 19670601 199203 1 005



Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA NGANJUK

NO Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target

1. Memimpin satuan kerja

Bagian Kepaniteraan Muda

Gugatan.

Terwujud sasaran

kerja 1 Kegiatan sesuai

dengan

tupoksi

dalam job descripsion

Dan SOP.

100%

2. Membantu Panitera

membuat perencanaa,

mengorganisasikan kerja,

menggerakan, mengntrol,

mengevaluasi serta membuat

laporan

Terwujudnya program

kerja kepaniteraan

100%

10 Mengkoordinir dan

mengevaluasi tugas bawahan
Terpenuhinya

sasaran kerja

sesuai dengan

Tupoksi masing-masing

pegawai.

100%

13 Mengkoordinir dan bertanggung

jawab terhadap pengajuan

perkara gugatan

Terpenuhinya perkara

gugatan sesuai dengan

syarat dan ketentuan

yang berlaku

100%

14 Penanggung jawab atas

penyerahan perkara gugatan yang

telah memenuhi syarat kepada

Terpenuhinya berkas

perkara gugatan utuk

100%



Ketua, melalui Panitera untuk

elanjutnya di teruskan kepada

ketua majelis

dilakukan persidangan

Penanggung jawan atas

kelebgkaoan dan pengisian buku

register induk perkara gugatan

Terpenuhi dan terisinya

buku induk perkara

gugatan

100%

Menanggapi dan memecahkan

masalah yang muncul berkaitsn

dengan perkara gugatan

Terselesainya masalah-

masalah yang berkaitan

dengan masalah perkara

gugatan

100%

Menyiapkan laporan-Iaporan

dalam bidang kepaniteraan

gugatan dibawah koordinasi

wakil panitera.

Tersusun nya laporan

perkara gugatan

100%

Menerima perkara yang telah

putus dan diminutasi dari

majelis hakim untuk

ditentukan BHT guna di

terbitkan salinan putusan dan

akta cerai

Terbitnya tanggal

BHT, Salinan

Putusan dan

Akta Cerai

100%

Memantau dan meneliti

pengisian register sita dengan

eksekusi

Terisinya register

sita dan eksekusi

dengan valid

100%

Menyiapkan berkas sidang Tersedianya berkas

sidang yang rapih dan

lengkap

100%

Mengikuti persidangan Terselesaikannya

Kegiatan persidangan

100%

Membuat Berita Acara Sidang Berita Acara yang sesuai 100%



(BAS) dngan standar yang

ditentukan

Membuat instrumen sidang,

panggilan dan pemberitahuan

amar, register, putusan.

Tertib administrasi

persidangan

100%

Menginput data ke dalam

aplikasi SIPP dan SIADPA

Tersedianya data yang

lengkap dan akurat

pada

aplikasi SIPP  dan

SIADPA

100%



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DYAH PUSPITA SUNINGRUM, S.H., M.H.

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Drs. H. SYAIFUL HEJA, M.H.

Jabatan : Ketua

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka

mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan yang

diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian

kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diprerlukan dala rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 02 Januari 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Drs. H. SYAIFUL HEJA, M.H. DYAH P. SUNINGRUM, S.H.,M.H.
NIP. 19671006.199403.1.009 NIP. 19751103.200803.2.001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DYAH PUSPITA SUNINGRUM, S.H., M.H.

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Drs. H. SYAIFUL HEJA, M.H.

Jabatan : Ketua

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka

mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan yang

diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian

kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diprerlukan dala rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 02 Januari 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Drs. H. SYAIFUL HEJA, M.H. DYAH P. SUNINGRUM, S.H.,M.H.
NIP. 19671006.199403.1.009 NIP. 19751103.200803.2.001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DYAH PUSPITA SUNINGRUM, S.H., M.H.

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Drs. H. SYAIFUL HEJA, M.H.

Jabatan : Ketua

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka

mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan yang

diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian

kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diprerlukan dala rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 02 Januari 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Drs. H. SYAIFUL HEJA, M.H. DYAH P. SUNINGRUM, S.H.,M.H.
NIP. 19671006.199403.1.009 NIP. 19751103.200803.2.001



Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA NGANJUK

No. Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target

1. Terealisasinya pemeliharaan

saranan dan prasarana yang

telah ditetapkan

Prosentase terlaksananya

anggaran kegiatan

pemeliharaan saranan dan

prasarana yang telah

sitetapkan

100%

2. Terealisasinya pelaksanaan

kebersihan lingkungan kerja

Prosentase jumlah realisasi

pelaksanaan kebersihan

95%

3. Terealisasinya ketertiban

administrasinya

perpustakaan [kesesuaian

kode buku dengan klasifikasi]

Prosentase jumlah buku yang

sama dengan klasifikasinya

95%

4. Tersusunya Daftar Bahan

Ruangan [DBR] yang akurat

Prosentase jumlah daftar

barang ruangan yang sesuai

dengan keadaan riilnya

90%

5. Terealisasinya administrasi

persediaan barang

Prosentase administrasi

persediaan barang secara

tepat waktu

100%

6. Terealisasinya pelaporan

SIMAK BMN Tahun 2018

Prosentase pelaporan SIMAK

BMN Tahun 2018 secara tepat

waktu

100%

7. Tercapainya penyerapan

anggaran DIPA

Prosentase jumlah anggaran

DIPA yang terealisasi

90%



8. Tercapainya setoran PNBP

secara tepat waktu[rutin

setiap hari]

Prosentase Pelaksanaan

setoran PNBP secara tepat

waktu

100%

9. Terwujudnya pengajuan

remunerasi secara tepat

waktu

Prosentase pelaksanaan

pengajuan remunerasi secara

tepat waktu

100%

10. Terwujudnya laporan

keuangan perbulan secara

tepat waktu [maksimal

tanggal 5 bulan berikutnya]

Prosentase pembuatan

laporan keuanggan dan

rekonsiliasi secara tepat

waktu

100%

11. Terwujudnya kenaikan gaji

berkala pegawai secara tepat

waktu

Prosentase pembuatan SK

KGB secara tepat waktu

100%

12. Terwujudnya kenaikan

pangkat pegawai secara tepat

waktu

Prosentase pengusulan

kenaikan pangkat pegawai

secara tepat waktu

100%

13. Tercapainya kedisiplinan

pegawai

Prosentase kedatangan dan

kepulangan keseluruh

pegawai secara tepat waktu

90%

14. Terwujudnya peningkatan

kompetensi pegawai

Prosentase pelaksanaan

jaadwal diklat ditempat kerja

dan sosialisasi hasil diklat

pegawai maksimal 1 bulan

setelah diklat

90%

15. Terwujudnya organisasi dan

tatalaksana yang baik

Prosentassse pembuatan

surat keputusan dan SOP

tentang organisasi dan tata

laksana secara tepat waktu

100%



16. Terwujudnya penilaian

pekerjaan pegawai tepat

waktu

Prosentase pembuatan

penilaian pekerjaan pegawai

secara tepat waktu

100%

17. Terwujudnya tertip laporan

absensi

Prosentase pembuatan dan

pengiriman laporan absensi

pegawai tepat waktu

100%

18. Terwujudnya tata kelola arsip

kepegawaian yang baik dan

akurat

Prosentase kesesuaian arsip

pada file kepegawaian dengan

dokumen pada sikep

Mahkamah Agung

100%

19. Terwijudnya Daftar Urut

Kepangkatan [DUK] dan

Bezetting yang akurat dan

tepat waktu

Prosentase kesesuaian

pembuatan DUK dan

Bezetting dengan aturan

secara tepat waktu

100%

20. Terwujudnya tertip pelaporan

kepegawaian / e-document

kepegawaian

Prosentase pelaporan

kepegawaian / e-document

kepegawaian tepat waktu

100%

21. Tercapainya pelaporan LKjP Prosentase pelaporan pegawai

/ e-document kepegawaian

tepat waktu

100%

22. Tercapainya pelaporan

tahunan 2018 secara tepat

waktu

Pelaksanaan penyusunan

laporan tahunan 2018 secara

tepat waktu

100%



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FUAD, S.HI.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan

Organisasi Tata Laksana

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : DYAH PUSPITA SUNINGRUM, S.H.,M.H.

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapi

target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan sepervasi yang diperlukan serta

akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian

ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 02 Januari 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama

DYAH P. SUNINGRUM, S.H.,M.H, FUAD, S.HI.
NIP. 19751103.200803.2.001 NIP. 19790609.201101.1.009

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FUAD, S.HI.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan

Organisasi Tata Laksana

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : DYAH PUSPITA SUNINGRUM, S.H.,M.H.

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapi

target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan sepervasi yang diperlukan serta

akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian

ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 02 Januari 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama

DYAH P. SUNINGRUM, S.H.,M.H, FUAD, S.HI.
NIP. 19751103.200803.2.001 NIP. 19790609.201101.1.009

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FUAD, S.HI.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan

Organisasi Tata Laksana

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : DYAH PUSPITA SUNINGRUM, S.H.,M.H.

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapi

target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan sepervasi yang diperlukan serta

akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian

ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 02 Januari 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama

DYAH P. SUNINGRUM, S.H.,M.H, FUAD, S.HI.
NIP. 19751103.200803.2.001 NIP. 19790609.201101.1.009



Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA NGANJUK

No. Sasaran program /
kegiatan

Indikator kinerja Target

1. Terwujudnya kenaikan gaji

berkala pegawai secara tepat

waktu

Prosentase pembuatan SK

KGB secara tepat waktu

100%

2. Terwujudnya kenaikan

pangkat pegawai secara

tepat waktu

Prosentase pengusulan

kenaikan pangkat pegawai

secara tepat waktu

100%

3. Tercapainya kedisiplinan

pegawai

Prosentase kedatangan dan

kepulangan seluruh pegawai

secara tepat waktu

100%

4. Terwujudnya peningkatan

kompetensi pegawai

Prosentase pelaksanaan jadwal

diklat di tempat kerja dan

sosialisasi hasil diklat pegawai

maksimal 1 bulan setelah

diklat.

90%

5. Terwujudnya organisasi dan

tata laksana yang baik

Prosentase pembuatan surat

keputusan dan SOP tentang

organisasi dan tata laksana

secara tepat waktu

100%

6. Terwujudnya penilaian

pekerjaan pegawai tepat

waktu

Prosentase pembuatan

penilaian pekerjaan seluruh

pegawai secara tepat waktu

100%

7. Terwujudnya tertib laporan Prosentase pembuatan dan 100%



absensi pengiriman laporan pegawai

tepat waktu

8. Terwujudnya tata kelola

arsip kepegawaian yang baik

dan akurat

Prosentase kesesuaian arsip

pada file kepegawaian dengan

dokumen pada sikep

Mahkamah Agung

100%

9. Terwujudnya Daftar Urut

Kepangkatan (DUK) dan

Bezetting yang akurat dan

tepat waktu

Prosentase kesesuaian

Pembuatan DUK dan Bezetting

dengan aturan secara tepat

waktu.

100%

10. Terwujudnya tertib

pelaporan kepegawaian / e-

dokumen kepegawaian

Prosentase pelaporan

kepegawaian / e-document

kepegawaian tepat waktu

100%

11. Tercapainya pelaporan

LAKJIP Tahun 2018 secra

tepat waktu

Prosentase pelaksanaan

penyusunan LAKJIP Tahun

2018 secara tepat

100%

12. Tercapainya pelaporan

tahunan 2018 secara tepat

waktu

Pelaksanaan penyusunan

laporan tahunan 2018 secara

tepat waktu

100%



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang

bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FATHUL MUBIN, S.HI.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi

Informasi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : DYAH PUSPITA SUNINGRUM, S.H.,M.H.

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapi

target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan sepervasi yang diperlukan serta
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Pihak Kedua, Pihak Pertama,
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Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA NGANJUK

No. Sasaran Program /
Kegiatan

Indikator Kinerja Target

1. Terwujudnya perencanaan

Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA)

Prosentase pembuatan

perencanaan DIPA secara tepat

waktu

100%

2. Terwujudnya pengajuan

revisi POK (DIPA)

Prosentase pengajuan revisi POK

secara tepat waktu

100%

3. Terwujudnya perkembangan

dan perawatan SIPP

Prosentase perkembangan dan

perawatan SIPP

85%

4. Terwujudnya pengelolaan

dan pembaharuan kontent

(updating) Website

Prosentase pengelolaan dan

pembaharuan kontent

(updating) Website

80%

5. Terwujudnya pelaksanaan

perawatan dan mengatasi

permasalahan jaringan

Prosentase pelaksanaan

perawatan dan mengatasi

permasalahan jaringan

80%

6. Terwujudnya tertib laporan Prosentase pembuatan dan

pengiriman laporan tepat waktu

90%

7. Tercapainya pelaporan

LAKjIP Tahun 2018 secara

tepat waktu

Prosentase pelaksanaan

penyusunan LAKjIP Tahun 2018

secara tepat waktu

100%

8. Tercapainya pelaporan

Tahunan 2018 secara tepat

waktu

Prosentase pelaksanaan

penyusunan laporan Tahunan

2018 secara tepat waktu

100%



No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggaran

1 Terwujudnya
Proses Peradilan
yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

a. Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan

100% Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan

Peningkatan
Manajemen
Peradilan Agama

Meningkatkan proses
persidangan,pembinaan dan
DDTK serta optimalisasi
penggunaan aplikasi SIADPA dan
SIPP

100% -

b. Persentase perkara
yang diselesaikan
tepat waktu

81% Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Mahkamah
Agung

Pembinaan
Administrasi dan
Pengelolaan
Keuangan Badan
urusan Administrasi

meningkatkan proses
persidangan, pembinaan dan
DDTK serta optimalisasi
penggunaan aplikasi SIADPA dan
SIPP

81% -

c. Persentase
penurunan sisa
perkara

10% Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Mahkamah
Agung

Pembinaan
Administrasi dan
Pengelolaan
Keuangan Badan
urusan Administrasi

meningkatkan proses
persidangan, pembinaan dan
DDTK serta optimalisasi
penggunaan aplikasi SIADPA dan
SIPP

10% -

d. Persentase perkara
yang tidak
mengajukan upaya
hukum:

 Banding
 Kasasi
 PK

99% Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Mahkamah
Agung

Pembinaan
Administrasi dan
Pengelolaan
Keuangan Badan
urusan Administrasi

meningkatkan proses
persidangan, pembinaan dan
DDTK serta optimalisasi
penggunaan aplikasi SIADPA dan
SIPP

99% -



e. Index responden
Pengadialan
Tingkat Pertama
yang puasterhadap
layanan Pengadilan
Tinggi Agama

90% Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Mahkamah
Agung

Pembinaan
Administrasi dan
Pengelolaan
Keuangan Badan
urusan Administrasi

meningkatkan proses
persidangan, pembinaan dan
DDTK serta survey kepuasan
para pencari keadilan

90% -

2 Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

a. Persentase Isi
putusan yang
diterima oleh para
pihak tepat waktu

100% Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Mahkamah
Agung

Pembinaan
Administrasi dan
Pengelolaan
Keuangan Badan
urusan Administrasi

meningkatkan proses
persidangan, pembinaan dan
DDTK serta optimalisasi
penggunaan aplikasi SIADPA dan
SIPP; peningkatan sarana dan
prasarana

100% -

b. Persentase Perkara
yang Diselesaikan
melalui Mediasi

100% Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Mahkamah
Agung

Pembinaan
Administrasi dan
Pengelolaan
Keuangan Badan
urusan Administrasi

meningkatkan proses
persidangan; pembinaan dan
DDTK; mediator yang kompeten
dibidangnya;koordinasi, evaluasi
dan pengawasan; Mou antara PA.
Nganjuk dan Mediator

100% -

c. Persentase berkas
perkara yang
dimohonkan
Banding, Kasasi
dan PK yang
diajukan secara
lengkap dan tepat
waktu

100% Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Mahkamah
Agung

Pembinaan
Administrasi dan
Pengelolaan
Keuangan Badan
urusan Administrasi

meningkatkan proses
persidangan, pembinaan dan
DDTK serta optimalisasi
penggunaan aplikasi SIADPA dan
SIPP

100% -



d. Persentase
putusan  yang
menarik perhatian
masyarakat
(ekonomi syariah )
yang dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
hari sejak diputus

99% Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Mahkamah
Agung

Pembinaan
Administrasi dan
Pengelolaan
Keuangan Badan
urusan Administrasi

meningkatkan proses
persidangan, pembinaan dan
DDTK serta optimalisasi
penggunaan aplikasi SIADPA dan
SIPP; peningkatan sarana dan
prasarana

berupa internet dan PC yang
memadai

99% -

3 Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

a. Persentase Perkara
Prodeo yang
diselesaikan

100% Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan

Peningkatan
Manajemen
Peradilan Agama

Perkara prodeo yang dibiayai
DIPA dan prodeo murni ;
meningkatkan proses
persidangan

100% 6.000.000

b. Persentase Perkara
yang diselesaikan
di luar Gedung
Pengadilan

100% Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan

Peningkatan
Manajemen
Peradilan Agama

meningkatkan proses
persidangan, pembinaan dan
DDTK serta optimalisasi
penggunaan aplikasi SIADPA dan
SIPP

100% 20.000.000

c. Persentase Perkara
Permohonan(Volunt
air) Identitas
Hukum

100% Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Mahkamah
Agung

Pembinaan
Administrasi dan
Pengelolaan
Keuangan Badan
urusan Administrasi

meningkatkan proses
persidangan, pembinaan dan
DDTK serta optimalisasi
penggunaan aplikasi SIADPA dan
SIPP

100% -

d. Persentase Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu yang
Mendapat Layanan

0% Program
Peningkatan
Manajemen

Peningkatan
Manajemen
Peradilan Agama

Sosialisasi, koordinasi, evaluasi
dan pengawasan; Konsultasi dan
Pembuatan dokumen / surat
gugat dan permohonan;

0% -



Bantuan Hukum
(Posbakum)

Peradilan Pembuatan MOU antara
Pengadilan Agama Nganjuk dan
LBH

4 Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap Putusan
Pengadilan

a. Persentase
Putusan Perkara
Perdata yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi).

0.5% Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Mahkamah
Agung

Pembinaan
Administrasi dan
Pengelolaan
Keuangan Badan
urusan Administrasi

meningkatkan proses
persidangan, pembinaan dan
DDTK serta optimalisasi
penggunaan aplikasi SIADPA dan
SIPP

0.5% -





SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Nomor : W13-A22/2/OT.01.2/SK/1/2018

TENTANG :
PENUNJUKAN TIM REVIEW LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA NGANJUK TAHUN 2017

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA
NGANJUK

Menimbang : a. Bahwa untuk mengetahui dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas sehari-hari Pengadilan
Agama Nganjuk Tahun 2017 diperlukan
adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP), untuk itu perlu
dibentuk Tim Review Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah ((LKjIP)
Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2017;

b. Bahwa mereka yang namanya tersebut
dalam lampiran Surat Keputusan ini
dipandang cakap dan mampu sebagai Tim
Review Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan
Agama Nganjuk Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 jo
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
Tentang Perubahan atas Undang-Undang
No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan



Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 42 Tahun
2002 Tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei
2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2010 -2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUNJUKAN TIM REVIEW LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN AGAMA
NGANJUK TAHUN 2017;

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran Pengadilan Agama Nganjuk Nomor :
W13-A22/5/OT.01.2/1/2017 tanggal 3
Januari 2017 Tentang Tim Review Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Pengadilan Agama Nganjuk;

Kedua : Membentuk Tim Review Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan
Agama Nganjuk Tahun 2017 dengan Susunan



Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran
Surat Keputusan ini;

Ketiga

Keempat

:

:

Tugas Tim adalah :
a. Membuat dan Menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Pengadilan Agama Nganjuk Tahun
2017;

b. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan
hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua
Pengadilan Agama Nganjuk;

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai
tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa
apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 02 Januari 2018
Kuasa Pengguna Anggran,

DYAH PUSPITA SUNINGRUM, SH, M.H.
NIP. 197511032008052001

Tembusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Ketua Mahkamah Agung R.I., di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I., di Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, di Jakarta;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, di Surabaya;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana

mestinya;



Lampiran Surat Keputusan
Nomor : W13-A22/2/OT.01.2/SK/1/2018
Tanggal  : 02 Januari 2018

PENUNJUKAN TIM REVIEW
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)
PENGADILAN AGAMA NGANJUK TAHUN 2017

No Nama Jabatan
Dinas

Jabatan
Dalam Tim

1 2 3 4
1.

2.

3

4.

5.

Drs. H. Syaiful Heja, M.H

Heri Eka Siswanta, S.H., M.H.

Dyah P. Suningrum, S.H.,M.H

Drs. Moh. Munib. M.HI

Fathul Mubin, S.H.I

Ketua

Panitera

Sekretaris

Wakil Panitera

Kasub.

Pelaporan,

Perencanaan

dan IT.

Penanggung

Jawab

Ketua Tim

Sekretaris/

Merangkap

Anggota

Anggota

Anggota

Nganjuk, 02 Januari 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,

DYAH PUSPITA SUNINGRUM, SH, M.H.
NIP. 197511032008052001
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